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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif ini menghasilkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Optimalisasi BUMDes Teke Jaya Mamur terhadap  pembangunan 

ekonomi desa teke dapat dilihat dari indikator pembangunan desa, yaitu 

perencanaan, pelaksaanaan dan pengawasan dalam pengelolaan BUMDes 

Teke Jaya Makmur. 

2. Faktor Pendukung Optimalisai pembangunan ekonomi desa dapat dilihat 

dari indikator pemberdayaan masyakat desa meliputi Pemberian bantuan 

dan kegiatan dana bergilir  BUMDes Teke Jaya Makmur. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan beberapa 

hal berikut sebagai pertimbangan dan pembelajaran bersama. Adapun 

rekomendasi tersebut yaitu: 

Rekomendasi bagi Pemerintah Desa Teke: 

1. Menjadikan model penyertaan modal BUMDes Teke Jaya Makmur 

sebagai program utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa  

teke. sehingga, dapat dijadikan sebagai salah satu input didalam 

pembangunan ekonomi didesa teke. Selain itu, pengalokasian anggaran 

penyertaan modal BUMDes perlu ditingkatkan dan/atau penambahan 

anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Pengembangan dan Pemberdayaan wirausahawan muda pemilik 

peternakan kambing, bebek dan budidaya ikan nila yang tidak menerima 

modal usaha bergilir dari BUMDes Teke Jaya Makmur. 

Rekomendasi bagi BUMDes Teke Jaya Makmur: 

1. Pelaksana Operasional BUMDes Teke Jaya Makmur untuk lebih 

memahami indikator kesuksesan pengguliran modal tidak selalu hal yang 

bersifat menjalankan tanggung jawab semata. Tetapi, bagaimana 

menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera secara menyeluruh melalui 

pengguliran modal usaha kreatif BUMDes Teke Jaya Makmur desa teke 

kecamatan palibelo kabupaten bima. 

3. Pelaksana Operasional atau Pengurus BUMDes Teke Jaya Makmur 

mengadakan pelatihan manajemen kewirausahaan bagi seluruh nasabah 

dan atau penerima modal usaha bergulir BUMDes Teke Jaya Makmur 

bersama Tim Koperasi  dan UKM Kabupaten Bima. 
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